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BUPATI KUTAI KARTAI$EIGARA,

a. bahwa dalam peningkatan profesionalisme, kineda dan
sumber daya manusia dilakukan untuk menjamin
kepastian arah pengembangan karier pegawai Negeri
Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
Kartanegara;

b. bahwa upaya kebijakan datam pembinaan pola karier
Pegawai seimbang antara kepentingan pegawai dan
organisasi perlu adanya pedoman maupun penataan bagi
setiap Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara selama pengabdiannya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu membentuk
Peraturan Bupati tentang PoIa Karier pegawai Negeri
Sipil;

1. Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
182O);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2oll tentang
Pembentukan Peraturan perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AlL
Nomor 8:2, Tambahan lembaran Negnra Republik
Indonesia Nomor 523a1;

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2Ol4 tentang Aparatur
sipll Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2Ol4 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5a9al;

」alan 1/Volter Monginsidi Kode Pos 7551l Kalimantan ttimur
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5Ⅲ Peraturan Pemerintah Nomor 1O0 Tahun 2OOO tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipit Dalam Jabatan
Strukhrral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor t97, Tatnbahan Lembaran Negara Nomor
4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2OA2 (L,embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2AO2 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor al9al;
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2OOO tentang
Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO
Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor aO19);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2OO3 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahaan, dan
Pemberhentian Fegawa.i Negeri Sipil (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a263|;
Peraturan Pemerintah Nomor 4O Tahun 2O1O tentang
Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun
1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil,
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O
Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5121);
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2ALO tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan t PERATU― BUPATI TENTNG POLA― DR PmAWAI
NEGERI SIPIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten adalah
Bupati.

2. Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang
selanjutnya disingkat BAPEzuAKA? adatatr Tim yang
memberikan pertimbangan tentang jabatan dan
kepangkatan Pegawai Negeri Sipil.

6.

7.

8.

9.



3.

4.

Tim Penguji adalah Tim yang terdiri dari BAPERJAKAT,
Akademisi dan Praktisi.

Pegawai Negeri Sipil yal:'g selanjutnya disingkat PNS
adalah warga negara indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil
Nega^ra secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian
untuk menduduki jabatan pemerintahan.

Pola Karier adaJat:. pola pembinaan Pegawai Negeri Sipil
yang menggambarkan alur pengembangan karier yang
menunjukkan keterkaitan dan keserasian antara
jabatan, pangtat, pendidikan dan pelatihan jabatan,
kompetensi, serta masa jabatan seseorang Pegawai
Negeri Sipil sejak pengangkatan pertama dalam jabatan
tertentu sampai dengan pensiun.

Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

Alur pengembangan karier adalah tatanan yang
menggambarkan jenjang karier jabatan struktural dan
jabatan fungsional.

Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang
menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin
suatu satuan Organisasi Negara.

Jabatan Fungsional adalar,L kedudukan yan:g
menunjukan tugas, tanggungiawab, wewenang dan hak
seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya
didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan.

Mutasi Jabatan adalah suatu perubahan jabatan yang
dilakukan baik secara horizontal maupun vertikal.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukan tingkat
seseorang Fegawai Negeri Sipil dalam rangkaian
susunan kepegawaian dan digunakan sebagai
penggajian.

Kompetensi adalah kemampuan dan karakteristik yang
dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil, yang
mencakup aspek pengetahlran, keterampilan, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
jabatannya.

Prestasi Kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap
Pegawai Negeri Sipil pada satuan organisasi sesuai
dengan sasaran kerja pegawai dau-* perilaku kerja-

Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan
kepada Pegawai Negeri Sry1t karena melanggar
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

5。

6_

7.

9.

10.

■
■

■
■

12.

13.

14.



15.Baほs usia pぬ盤阻 曇 alⅢ battSan akhir usia Pegawal
Negen Sipil untuk dapa_t beketta sebagal Pel要 wa Negen
Sip通  sesuai peraturan pertlndang―undangan yang
berlaku.

16. Masa Keda a山』hh jangh wakm beketta sttak d髭 匡唱彙at
menJadi Calon pe♂臨diNegm.Sipili

17.Kondite adalah potensi diri seorang Pegawal Nege五 Sipil
yang meuputi pealan dan kincIJa setta tidak
mempunya■ rek― jttak negatif atau pelan3aFan
disiphn di bidang kepegawalan.

18.Promsi ttalah F闘 顧 L露粋 鑢 _晩興 μ  kemikanね臨 臨
yang dibe豊kan bagi Pegawai Nege壼  Sipil dalm
peJmedntahan.

19. Rotasi adalah pel嘔 )■ndahan jabatan pada eselon yang
重ヨMEコ』rコ:L髪ヨに。

20,pem。譴配dah p.en珈囲 は ja臨機 dalam suatt instand
yang disc棧ib崚m olch beberapa alasan.

21.Rehm jttak adalah selEnua hal yang telah dilakukan
Pegawai Nege五  Sipユ 蒻jak dianJnt yang dapat
menuttumn catatan presね si Pegawai Nege● Sipユ
dalnrn mela― 鮮L4Ann。

BAB Ⅱ
MAKSUD DAN TUJUAN

P鶴滅 2

(1}POla Karier pegawal NegeH Sipil dimaksudkan untuk
mem“山 jaminan kepasdan arah dan peldoman
pengembangan pada pe13alanan karier Pcttwd Nege五
Sipil mulat&直 karier terendah― pal karier tertinggi

sesual (漁騒姿肛 kompetnsi dan_藤 stnぶ  yang
dimi五kinya.

0助ぬ brier R甲躙ほ、Negeri Sipil disusun dhttm ttuan
sebagai beruout:

a.mendayagund誡電■seoptimal mungin Pegawal Neged
Sipil untuk melaksanakan tugas dan 

…
jawabnya sesuai denganje珂饉g dan kOmpetenslnya;

b・

…

kttmamttu田喝 kecanan,ann keterampilan
secara eFlsien,efektif dan rasional,schiF電 鶏a pOtensi,
9nergi,bakat,minat dan motivaS pegawai tersalur
secara Oロトktif kearah楓彗u油●orulSasl;



c- menyerasikan kernamprran,. kecakapan dan
keterampilan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan
jenjang dan jenis penugasan dalam jabatan yang
tercedia unhrk menghasillcarr potensi kerja yang
optimal; dan

d. menciptakan iklim kerja y.ang kondusif dan
transparan sehingga marnpu memberi motivasi kerja
dan pengembangan potensi diri bagi Pegawai Negeri
Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai
I(artanegara sebagai sumber daya manusia yang
berktralitas.

BAB III
RUANG LINGKUP POI,,A KARIER

Pasal 3

Ruang Lingkup Pedoman Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
mengatur :

a. pembinaan karier;

b. pendidikan dan pelatihan;

c. pengangkatan dalam jabatan stmktural;
d. mutasijabatan;

e. pemberhentian dari jabatan; dan
f. qii kelayakan dan kepatutan atau qii kompetensi.

BAB IV
PEMBINAAN KARIER

Pasal 4
(1) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil merupakan

upaya meningkatkan kedudukan seseorang dalam
susunan jabatan.

(2) Pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil dimulai sejak
diangkat sampai masa pensiun atau berhenti.

Pasal S

(1) Pegawai Negeri Sipil yang diprioritaskan dalam
pembinaan karier adalah :

a. PNS yang berprestasi dan melakukan inovasi yang
bermanfaat bagi organisasi;



"nddlkan dan pehtthan dalam
b..PNS yang ldus

Jabatan, dengan predikat terbaik;dan

c.PNS yang iulus dalam tti kompetend dengan predikat
terbaik.

karier sebagaimana dlmaksud padat2)Prioritas Pcmbinaan
ayat(1)tetap mempertimbangkan kondite yang
bersangkutan dan memperhatikan pe■ 量nbangan hasil
rapat  i [〕 LllL                                                     。

Pasa1 6

{1)Pembinaan karter Pcgawai Negeri Sipil melalul:

a.Alllr pengelnbangan karierJabatan smktural;dan

bo All]r pengembangan karierJabatan hgsional.

(2)Ketentuan mengenai alw pengemba_an karier jaba範
sebag―ana dim― d pada ttt(1)tercant― dal凛
lampiran l yang merupakan bagian ddak teⅢ Sahkan
dari Pera―n BtttLd ini;

Pasa1 7

Penilaian untuk pembinaan karier dalamjabatan smkmal
dalm Pasa1 6 huruf a didasarkanSe… a dimaksud

絆 ね pertimbangan meuputi:

a. prestasi heda;

b. pangkat/g010ngan;

c, msa鳥可a;dan

d.pendidin terakh静 .

Pasa1 8

mgsional(1)Pembinaan   karier   dalam   jabatan
sebagaimana dimaksud dal―  Pasa1 6 h― f b
didasarkan atas penilatan prestasl ketta dalam bentuk
angka kredit.

閥L FttngttuanF penllaian dam p.enetapan anm(21 Tata Cal
kredit sebagairnana diinaksud pada ayat(1),dilakukan
sesual dengan peraturan perundang―undangan yang
‐berlaku.



BAB V
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

h劇 9

(1)Pendidibn dan pelatihan Pegawal Negen Sipil
dユaksanakan secara転瑚e珂銀lg dan berkesinmbungan
yang diarahkan untuk meninntkan kompetensi,
meliputi:

a. wawasan;

b. pengetahuan;

Co  kealLlian;

d.keteramメan;

e。 譴mttt pengabdian;dan

i  sikap dan perilaku.

(2)Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat{1)dilakSanakan dengan pnnsip sebagai berikut:

a.adanya keterkaitan antta pendidikan dan pelatihan
dengan Jabatan;

b.didasarkan pada kebutuhan organl,asl;dan

c.diperlukan untuk pembinaan karier pegawa■ .

{3).JeniS pendidikan dan pelatihan lk審 獅ほi Negeri Sipil

antara lain:

a.pendidikan dan pelatihan kepemimpinan bagi Ctton
atau pemangkujabatan smktural;

b.pendidikan dan pelatihan fungsional bagi calon atau
pemanttjabatan ttngsЮ nali

c.pendidikan dan pelatihan teknis bagi pett yang
bertugaa di bidang叩雌 λ饉臨 嵐;dant

d.pendidikan dan pelatihan lainnya unm menunJang
dan me」義纂atkan pengetahuan,kete― pilan dan
profesionalisme.

BAB Ⅵ
PENGANGKATAN DALAM JABATAN STRUttRAL

Pasa1 10

Penttmttam Pettwa Nege五 Sipn dalamjabatan smmral
dilaksanabn secara 接河9可ang berdasarkan alur
pengembangan karierJabam s―ral.



Pasa1 11

(1)Per鉗raram umum dalam pengan」誡atan jabam
smhral terdiridari:

a.berstatus Pegawa■ Nege五 Sipユ ;

b.serendah‐rendahnya menduduki pangkat l lsa楓1)

tingkat di bttjettang pangkat yang ditenman;

ce memiliki kualif■ asi dan dngkat pendidikan yang
ditentukan;

d.semm unsur penildtt pres楓 ゞ ketta Sekuran渉
kurangnya bemilai baik dalm 2 1dual mun term静 ;

e.memniki kompetensijabam yang diperlukan;

二 細 面 L通 rekamj●よ 澤 葛 ba轟鴫

go schatjasmani dan rohani;dan

hotidak pemah dikenakan tindakan huku― n disiplin

Pcgawat Negeri Sipil tingkat sedang dan/atau berat
dalam 2(dual tahun terakh靖

12)Ketentuan mengenal eselon danjettang pangkatjabatan
snkmal sebagaimana tersebut pada ayat(1)humf b
diatas tercantln dalam lampiran Ⅱ dan rnerupabn
bagian yang tidak ttrpisahkan d轟 Peraturan Bupattint

43)Persyaram khusus dalam pengandttm jaba如
smkmral mulai dari eseibn lV.b sampal dengan eselon
Ⅱ.b=ne五puti:

a.pe=wttautt khusm.jam如 a駿1臨 Ⅳ.b=

1. pendidikan serendah― rendahnya SLTA

2.m藤漁ktth minima1 4 tempatlセ山鞠鴨dan

3.memiliki nilai tti komptensi baik.

b.persyaratan khususja臨 軸 _ese10m Ⅳa=
1.pendidikan serendah―rendahnya SLTA

2.副臨 al爾ね mini―14←岬 a尋 五h町
3. memiliki nilai uli kOmpetensi baik;dan

4.du… pttmah/叡霙麟田嘔mendudukijabalan
S― ral eselon Ⅳ.b minima1 2(dual tah■ ln.

c.persyamtan khususjabatan eselon III.b:

1.pendidikan serendah―rendahnya S.1

2.me■丑iki nnai prestasi ke4● baik;

3。 memiiki nilai tti kOmptensi baik;dan

4. diutamakan pemah/sedang menduduki jabalan
S… 薇組 eSeibn IV.a minima1 2(dual tahun.



d. persyaratan khusus jahatan eselon. II[.a :

L. pendidikan minimal S.1;

2. memiliki nilai uji kompetensi baik dan

3. menduduki jabatan strukrural eselon IV.a atau
diutamakan pernah/sedang menduduki jabatan
struktural eselon III.b minimal2 (dua) tahun.

e. persyaratan khusus jabatan eselon ILb :

1. pendidikan minimal S.1;

2 lulus uji ketrayakaa dan kepahrtan; dan

3. menduduki jabatan struktural eselon III.b atau
diutamakan pernahlsedang menduduki jabate.rt
strulrhrral eselon III.a minimal 2 tdua) tahun.

f" persyaratan khususjabatan eselon"Il.a :

1. pendidikan minimat S.1;

2. lulus u$i kelayakan dan kepatutan; darr

3. pernah menduduki minimal 2 (dua) kali jabatan
berbeda di eselon II.b.

Pasal 12

(1) Pengangkatan dalam jabatan struktural dilakukan
melalui rapat BAPERJAKAT.

(2) Hal yang berkaitan dengan BAPERJAKAT dilaksanakan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

BAB VII
MUTASI JABATAN

Pasal 13

(1) Mutasi jabatan hanrs dilalmkan secaran terencana.

(2) Mutasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dapat dilakukan dalam satrr sattran kerja dalam rangka
mengisi jabatan.



Pasal 14

(1) Mutasi jabatan Pegawai Negeri Sipil yang telah
menduduki jabatan stnrktural dapat dilalnrkan sesuai
dengan ketentuan sebagai berikut :

a. mutasi ke jabatan stmkhrral yang lebih tinggi
(promosi), atau;

b. mutasi ke jabatan struktural yang setingkat (rotasi);
dart

c. mutasi ke jabatan struktural yang setingkat lebih
rendatr (demosi).

Pasa1 15

(1)Dalam kondisi nomal, muttsi jabatan bagi pttabat
smktural dapat dilaksanakan dalam waktu antta 2

(dualtahun smpai 5(li=熙 ⇒tahun・

12)MutaSijabatan bagi pqabat smkmral dapat d壼akukan
kurang面 2 1dual tahun disebabkan:

ao te■adi perubahan organisasl;

b.presLsiluar biasa;

c.kebutuhan o響 1瑯i

d.pelanggaran disiplin PNS tinet sedang sanlpai
berat;(■ an

e,ddak memenuhi kine■ a yang baik.

Pasal 16

{1} Dalam hal kcadaan sebagaimana pasal 15 huruf a,b,
dan c dapat dilakukan mutasi jabatan promosi dxrl
atau rotasi.

{2) Dafarn hal keadaan sebagaimana pasal 15 huruf d dan e
dilakukan mutasi jabatan dernosi.

Pasa1 17

Mutasi Jabatan smktural ke jabatan fungsional, atau
縛極 1lknya dapat dilamkan sesuai dengan "mmrm
perunda町3-und田疑嬰n yang berlaku.



Pasa1 18

(1)PCgawai Negeri Sip■ yang mendudukijabatan struktural
ddak dapat Jmendudukt jabatan raFlgkap, batk dengan
jabatan struktural maupun denganjabatan fungsional.

2)Pegawai Nege二 Sipil yang berparlgkat lebih rerldah ddak
bolёh membawahi Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat
lebih unggi,kecuali membawahi Pcgawal Negeri Sipil
yang mendudukijabatan fungsional tertentu.

Pasal 19

Pegawai Negeri Sipit yang diangkat dalam jabatan
struktural, dan atau menduduki jabatan struktural yffig
ditingkatkan eseloanya, dan atau yang mengalami
perubahan jabatan atau peruhhan fungsi/hrgas jabatan,
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan
pengangkatanya wajib dilantik dan diambil sumpahnya
oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 2O

Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan surat
keputusan mutasi jabatan tetapi menolak unhrk dilantik
dan diambil surnpah jabatan, maka ]xang bersangftutan
dinyatakan mundur dari jabatan dimaksud, dan
diberhentikan dari jabatan.

瑯 Ⅵ Ⅱ

PEMBERHENTIAN DARIJABATAN STRUKTURAL

Pasa1 21

(1)Pemberhentian Peg鋪′d Nege五 Sipil dari jabatan
s"量― l harus memen面 ketenman sebagat詭 融 ut:

a.memmndurkan d五 dari jabamnya, dengan masa
penundaan maksIInum l(Satu)tahun;

b.mencapa■ batas usia pensiun;

a diberhentikan sel鍼 Bd Pegawat Ne`狩五 Sipil;

d.dianttt dalam jabatan sむ u上自田腱d lainnya atau
jamねn fungsional;



e" cuti diluar tanggungan negara, kecuali karena
persalinan;

f. tugas bel4iar lebih dari 6 (enam) bulan;

g. tidak memenuhi persyaratan kompetensi dan
kapasitas sesuai perkembangan tugas pokok dan
fungsi;

h. adanya perampingan organisasi;

i. tidak memenuhi prsyaratan kesehatan jasmani dan
roharri yang dibuktikan dengan surat keterangan
yang sah dari rumah sakit milik
pemerintatr/pemerintah daerah; dan

j. dikenakan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil
tingkat beral

(2) Pemberhentian Pegarnrai Negeri Sipil dari jabatan
stnrktural sebagaimana rlirnaksud pada ayat (1) huruf j
dilakukan melalui proses pemeriksaan khusus"

{3.} P,ejaht struh.rral yang diberhentikan dari jabatanya
dapat diangkat menjadi pejabat fungsional sesuai
dengan peraturan penrndang - undangan yang berlaku.

BAB Ⅸ
UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN ATAU UJI KOMPETENSI

Pasa1 22

(1)DttaLt ese10n HI yang akan diannt dalam jabatan
sは tural eselon l ttib mcngikud dan lulus tti
kepatutan dan kela_yakan.

{2)Чi kepatutan dan kelayakan dilakukan oleh tim
penguJl yang dibentuk dan ditetapkan peJabat FbIIlbina
KepettWttn

Pasa1 23

(1)町abat eselon Ⅳ yang akan diangkat dalam jabatan
St― ral eselon III,harus melalui tti kOmpetensi.

(2)PcgaWa■ yang akan dianJnt dalam jabalan sm嵐 巨ral
eselon Ⅳ harus mdaluitti kOmpetensi

(3)Чi kompetensi sebagaimana dimaksud ayat{1)dan(2)
dila―n olch ttm penguJl yang dibentuk dan
ditttkan oleh〔憑脂載雲is D雛血 :



Pasal 24

Pegawai yang akan mengikuti uji kepatutan dan kelayakan
ata:u uji kompetensi harus mernenuhi persyar:atan meliputi :

a. memenuhi kepangkatan yang dipersyaratkan dalam
jabatannya;

b. telah memiliki masa jabatan lebih dari 2 {dua} tatrun
dalam jabatan yang didudukinya dan bagi PNS yang
beh:m menduduki jabatarr krrangnya.memiliki
masa kerja 4 (empat) tahun;

c. memiliki prestasi kerja sekurang-lmrangnya bernilai baik;

d. memiliki latar belakang pendidikan dan/atau
pengalaman yang sesuai dengan jabatan yang akan
diduduki;

e. direkomendasikan/diusulkan oleh kepala sattran kerja
dan/atau BAPER IAKIff (bagt pejahat stnrlstrral eselon [V
dan III); dan

f. memiliki loyalitas dan dedikasi yang baik bagi Instansi.

Pasal 25

(U Uji kepahrtan dan kelayakan atau qii kompetensi
sebagaimana dimaksud pada pasal 22 dan pasal 23
meliputi:
a. penilaian kualifrkasi,

b. kompetensi manegerial,

c. kompetensi teknis; dan

d- psikologi.

(2) Khusus unttrk calon pejabat stmkttrral eselon II
dilakukan uji kesehatan (general check up).

(3) Hasil qii kepatutan dan kelayakan atau uji kompetensi
bersifat rahasta.

{a} Ha.sil uji kepatutan dan kelayakan atau uji kompetensi
sebagai salah satu bahan pertimbangan bagi pejabat
pembina kepegawaian untuk menetapkan pengangkatan
PNS dalam jabatan strukhr:al.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pam 26

Peraman Buμ d ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinYa,
pengundangan Peraturan BuPati
penempatannya dalam Berita Daerah
Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Februari 2Ol4

BUPATI KUTAI I(ARTAI{EGARA,

memerintahkan
ini dengan

Kabupaten Kutai

Diundarlgkan di Tenggarong
pada tangga1 5 Febr■lari 2014

SE― TmS DADRAH

― UPATEN KUTAI― TANEC― ,

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAIKAMANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 6



LAMPIRAN I : PERATu‐RAN BUP蝉 ‐KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO
」ENJANG
KARIER PETA MUTASI

PERSYARATAN
ば
口
「
２
「
鮎

Ｏ
Ｏ
つ

Jenjang
Fungsional

Masa

Jabat

an

Pangk
at

Awal―

Tin図桑

Nilai

Prest

asi

rSKPl

Grad
lng

１
■

Eselon
II.a

ヽ
´

□
↑ ρ

2-5
thn

IV/C―
IV/d 80 Ahli Utama

2.

Eselon
II.b

・Ｆ
/

2-5
thn

Ⅳ/b―

IV/C
80 Ahli Madya

T  
‐
〕

3。

Esebn
III.a

ヽ

ヽ ■

2-5
thn

IV/a―

Ⅳ/b

７５
．

８。
Ahli Madya

″
＼

ヽ

ノ

κ

ゝ

ノ 丁

4.

Eselon
IIIob

りＦ
ヽ メ〇 ２．５』

II1/d―

lV/a
７。

．
７５ Ahli Madya

下 ノ 、ヽT

5,

EseloFl

Ⅳ .a コ ‐

ヽ

■
５

鰭

２．
■

IΠ /C‐

…・裏理 .Ⅲ

６５．
７。
　
」

Penyelia/
Ahli Muda

く

κ

ヽ
▲

日
ヽ

ョ

▲
１

6。

Eselon
IV.b 由〔いく

ヽ 1

2-5 III∠ b― 65-
●●....ト Pelaksana

lattutan/
Ahli

Pratalna

thn II1/C 70

7.

Awal
Karier/
Staf

4 thn
1/〔■―

IV/a
65-
70

Pelaksana/
Pelaksana

Pemula

Keterangan:

回 =ぬbatan Smktural

O〒昴atan hgSiOnal

/=Mutasi smktural ke lL腱 gsional

l[薔意ll駆

==   
。鋤

4・● =Jabatan Fungtt scl渤 瞼 den籐m eselon lⅣ .b
V・

▲` =」abatt Fungsional se臨 dengan eselon Ⅳ .a



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG POLA KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

ESELON DAN JENJANG PANGKAT JABATAN STRUKTURAL
PENGEMBANGAN KARIER PEGAWAI NEGERI SIPIL

HTA― YASN

NO ESELON

」ENJANG PANGKAT;GOLONGAN RUANG

TERENDAH TERTINGGI

PANGKAT GOL/RUANG PANGKAT GOL/RUANG

1. II.a

Pembina
Utama
Muda

IV/C
Pcmbina
Utama
Madva

IV/d

2. H.b
Pembina
Tingkat I

IV/b
Pembina
Utama
Muda

IV/C

3. III.a Pembina IV/a Pembina
Tinskatl IV/b

4. III.b
Penata

Tingkat I
II1/d Pembina Ⅳ/a

5. IV.a Penata II1/C
Penata

Tingkat I
II1/d

6. IV.b
Penata
Muda

Tinekat I
II1/b Penata II1/C


